
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.235, 2019 BATAN. Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 

Kinerja. Pencabutan.  

 

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI 

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Presiden Nomor 139 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan 

Tenaga Nuklir Nasional;  

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indoensia 

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3676); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3.  Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan 

 Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik 

 Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);    
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  4.  Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2018 tentang 

 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Tenaga 

 Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

 Tahun 2018 Nomor 257); 

  5.  Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 

 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

 Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

 Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah 

 dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 

 Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

 Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 

 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga 

 Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

 2014 Nomor 2035); 

     

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG 

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI 

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional atas 

prestasi kerja. 

2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

3. Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang 

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang 

diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh 
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pada satuan organisasi di Lingkungan Badan Tenaga 

Nuklir Nasional. 

4. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada 

jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi 

birokrasi.  

5. Pegawai Tugas Belajar yang selanjutnya disingkat PTB 

adalah Pegawai yang mengikuti Tugas Belajar. 

6. Upacara Bendera adalah upacara hari besar nasional 

yang dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur atau 

hari yang diliburkan. 

 

Pasal 2 

Pegawai yang mempunyai jabatan, selain diberikan 

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. 

 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan nama, kelas, 

dan nilai jabatan.  

(2) Besarnya Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 

 

Pasal 4 

(1) Dalam hal terjadi perubahan nama, kelas, dan nilai 

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), 

Tunjangan Kinerja diberikan sejak Pegawai yang 

bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas dalam 

jabatan baru yang dibuktikan dengan surat pernyataan 
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melaksanakan tugas atau jabatan yang ditetapkan oleh 

Kepala Unit Kerja. 

(2) Surat pernyataan melaksanakan tugas atau jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku surut.  

 

Pasal 5 

(1) Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada Pegawai yang:  

a. tidak mempunyai jabatan tertentu; 

b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; 

c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan 

diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan 

sebagai pegawai; 

d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam 

bebas tugas untuk menjalani masa persiapan 

pensiun; dan 

e. menjadi pegawai pada badan layanan umum yang 

telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum. 

(2) Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk 

pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada 

badan atau instansi lain di luar Badan Tenaga Nuklir 

Nasional.  

 

Bagian Kedua  

Tunjangan Kinerja Bagi Calon PNS  

 

Pasal 6 

Calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan 

puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja dari jabatan 

yang akan didudukinya. 
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Bagian Ketiga 

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Tugas Belajar  

 

Pasal 7 

PTB diberikan Tunjangan Kinerja sebesar kelas jabatan 

Pelaksana. 

 

Pasal 8 

(1) PTB diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 50% 

(lima puluh persen) dari selisih jumlah Tunjangan Kinerja 

yang diterima dalam kelas jabatannya dengan Tunjangan 

Kinerja satu tingkat di atasnya dengan ketentuan:  

a. memperoleh nilai indeks prestasi kumulatif lebih dari 

3,00 (tiga koma nol nol) untuk jenjang Sarjana atau 

Diploma IV, dan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk 

jenjang Magister, Doktor, atau Post Doctoral; dan 

b. menyampaikan laporan kemajuan belajar tepat 

waktu. 

(2) Dalam hal PTB memperoleh nilai indeks prestasi 

kumulatif kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk 

jenjang Sarjana atau Diploma IV dan 3,50 (tiga koma 

lima nol) untuk jenjang Magister, Doktor, atau Post 

Doctoral, Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kembali 

menjadi sebesar kelas jabatan Pelaksana. 

(3) Dalam hal Perguruan Tinggi tidak menerbitkan indeks 

prestasi kumulatif, Kepala Unit Kerja yang membidangi 

pendidikan dan pelatihan dapat menentukan pemberian 

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2). 

 

Pasal 9 

(1) Kepala Unit Kerja yang menangani pendidikan dan 

pelatihan menerbitkan rekomendasi terhadap PTB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada unit kerja sebagai dasar pemberian 

Tunjangan Kinerja. 
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